BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum
terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan ketika mengalami peralihan fungsi
menjadi lahan pekarangan serta prosedur hukum dalam peralihan fungsi lahan
pertanian sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1).Perlindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah
diatur secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 melalui
pembentukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), pengendalian
alih fungsi lahan, pemberdayaan petani, serta pemberlakuan sanksi
administratif dan pidana terhadap pelaku pelanggaran. Tujuan dari
perlindungan hukum ini adalah menjaga ketersediaan lahan pertanian,
memastikan ketahanan pangan, serta melindungi hak dan kepentingan petani.
Namun, dalam praktiknya perlindungan hukum ini belum berjalan dengan
baik karena masih banyak terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan
pekarangan tanpa melalui prosedur hukum yang ditentukan. Hal ini terjadi
karena pengawasan pemerintah daerah yang kurang memadai, kesadaran

hukum masyarakat yang rendah, serta tekanan dari kebutuhan ekonomi.
2).Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menciptakan sistem hukum yang
lengkap dan ketat untuk mengatur perubahan penggunaan lahan pertanian.

Tujuannya adalah melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan
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memastikan kestabilan pangan nasional. Alih fungsi lahan hanya bisa
dilakukan dalam batas tertentu selama memenuhi prinsip perlindungan lahan,
sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, ada kepentingan umum yang
mendesak, mendapatkan izin resmi, serta wajib menyediakan lahan pengganti
yang luas dan kualitasnya sama atau lebih baik. Prosedur pengalihan fungsi
lahan dilakukan dengan beberapa tahap yang berurutan, mulai dari
menentukan status lahan tersebut, mengajukan permohonan, kemudian
dievaluasi dan diperiksa oleh pemerintah daerah, setelah itu disetujui oleh
DPRD dan pemerintah pusat, serta dilanjutkan dengan pencatatan dan
pengawasan setelah izin diberikan. Hal ini menunjukkan adanya sistem
hukum yang mengatur untuk mencegah perubahan fungsi lahan yang tidak
sah. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan lahan pertanian tidak hanya
bergantung pada ketegasan aturan hukum, tetapi juga pada penerapan
prosedur yang konsisten, kerja sama antarlembaga, serta pengawasan yang

terus-menerus dalam penerapannya.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyampaikan beberapa saran
berikut:
1). Untuk Pemerintah Daerah, diharapkan meningkatkan pengawasan terhadap
lahan pertanian pangan berkelanjutan, memperbarui serta memperbarui data
LP2B secara rutin, dan memperketat proses pemberian izin alih fungsi lahan.
Pemerintah daerah perlu tetap konsisten dalam memberikan sanksi terhadap

pelanggaran alih fungsi lahan agar mampu memberikan efek jera dan
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memastikan kepastian hukum. Selain itu, pemerintah diharapkan bisa
mempermudah pergantian status lahan LP2B menjadi lahan pekarangan
kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dengan menciptakan syarat
tertentu tanpa memberatkan masyarakat.

2).Untuk Masyarakat, khususnya pemilik dan pengelola lahan pertanian,
diharapkan meningkatkan pemahaman hukum terkait pentingnya menjaga
lahan pertanian pangan berkelanjutan serta memahami bahwa setiap
perubahan fungsi lahan, termasuk menjadi lahan pekarangan, harus
mengikuti prosedur hukum yang berlaku demi kepentingan bersama dan
keberlanjutan pangan, dan diharapkan masyarakat tidak menggunakan
kesempatan syarat bagi masyarakat yang membutuhkan ketika mendapat
kemudahan untuk mengalihfungsikan lahan LP2B.

3).Untuk Akademisi dan Peneliti Selanjutnya, disarankan melakukan penelitian
lebih lanjut dengan pendekatan empiris agar dapat menganalisis secara
mendalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 di berbagai
daerah, sehingga bisa memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih praktis

dan sesuai dengan kondisi di lapangan.
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